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ABSTRAK 
 
Kontribusi, Efektivitas, dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 
 
Contributions, Effectiveness and Collecting System of Entertainment Tax to 
Improve Region-Own Source Revenue of Makassar 
 
Ria Widiya Astuti 
Syamsuddin 
Rahmawati H.S 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi, 
efektivitas, dan sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara 
dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam proses 
pemungutan pajak adalah self assessment system. Tingkat kontribusi pajak 
hiburan terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Tingkat 
efektivitas penerimaan pajak hiburan selama periode 2011-2015 secara 
keseluruhan cukup efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 84,48%. 
Namun terdapat potential lost senilai rata-rata Rp 15,785,191,05. Faktor 
penyebab hal tersebut adalah belum maksimalnya database potensi pendapatan, 
standar operating procedure yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran 
masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
 
Kata kunci: efektivitas, kontribusi, sistem pemungutan, pajak hiburan, 
pendapatan asli daerah. 
 
 
 
This research aims to examine how much contribution, effectiveness and 
collecting system of entertainment tax to improve region-own source revenue of 
Makassar. Data collection is done through interviews and documentation. The 
method that used in this study descriptive research method. The results of this 
research conducted shows that system used in the process of tax collection is the 
self-assessment system. The contribution rate of entertainment tax on revenue is 
still lacking. While the level of effectiveness of the entertainment tax revenue over 
the period 2011-2015 as a whole is quite effective, with an average effectiveness 
rate of 84.48%. But there are potential lost worth an average of Rp 
15,785,191,05. The factors contributing is revenue potential database who not 
maximal, standard operating procedure is inadequate, and the lack of public 
awareness and taxpayer compliance in meeting tax obligations. 
 
 
Keywords: effectiveness, contribution, collecting system, entertainment tax, 
region-own source revenue 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Paradigma pengelolaan keuangan negara Indonesia mengalami 
perubahan yang mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
menjadi landasan utama  dalam pelaksanaan otonomi daerah pada 
hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk 
mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. 
Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, menyebutkan daerah otonom adalah sebagai berikut. 
Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya sumber dana dan 
sumber daya, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Dengan 
itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan 
dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di jelaskan dalam 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Berlakunya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah merupakan langkah pemerintah pusat 
2 
 
memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang 
memberikan peluang sekaligus tantangan.  
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-
pokok pemerintahan di daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber 
pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu 
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping 
penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan 
yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil 
pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan 
dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Mengenai sumber pendapatan daerah di atur dalam Pasal 157 Bab 
VIII Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
yang berbunyi: 
       Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 
a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD, yaitu: 
1) hasil pajak daerah; 
2) hasil retribusi daerah; 
3) hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
4) lain-lain PAD yang sah; 
b. dana perimbangan; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
 
 Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan dimana 
sektor perdagangan dan pariwisata merupakan salah satu sektor potensial 
bagi peningkatan pendapatan daerah. Apalagi jika kita melihat potret 
pembangunan kota Makassar kini yang terus berbenah membangun 
infrastruktur kota menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk 
menanamkan modalnya di Kota Makassar. Proyek pemerintah Kota seperti 
pembangunan Center Point of Indonesia (CPI), adanya Bus Rapid Transit 
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(BRT) Mamminasata, restoran-restoran, tempat-tempat hiburan diharapkan 
memiliki kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah kota 
Makassar.  
 Dengan pemberlakuan otonomi daerah, maka daerah diberi 
kewenangan memungut pajak sesuai potensi yang ada didaerahnya. Adapun 
sumber pendapatan daerah di atur dalam Pasal 2 Bab II Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar 
yang berbunyi: 
       Jenis pajak terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; serta 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 
 Salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Makassar yang terus 
dimaksimalkan adalah Pajak Hiburan. Posisi strategis Kota Makassar sebagai 
ibukota provinsi sangat identik dengan pusat hiburan, tempat perbelanjaan, 
serta daerah yang lebih kekinian dibanding  daerah lainnya di provinsi 
Sulawesi Selatan. Mengingat posisinya tersebut, saat ini tempat hiburan 
bukan lagi barang langka yang sukar dijangkau bahkan bisa dikatakan bisnis-
bisnis hiburan sudah menjamur di Kota Makassar. Idealnya, semakin banyak 
tempat hiburan maka realisasi penerimaan Pajak Hiburan semakin tinggi. 
Berdasarkan data dari DISPENDA Kota Makassar, realisasi penerimaan Pajak 
Hiburan bersifat fluktuatif tiap tahunnya, bahkan kecenderungan realisasi 
penerimaan Pajak Hiburan dibawah target. Sehingga sangat memungkinkan 
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bagi terjadinya potensial lost dari sisi target tahunan dan hal tersebut tentu 
akan berdampak terhadap realisasi serta efektivitas penerimaan Pajak 
Hiburan dari waktu ke waktu seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 dibawah 
ini. 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Makassar 
Tahun 2009-2013 
 
Tahun 
Pajak Hiburan  
% Target (Rp.) Realisasi (Rp.) 
2009 9.051.721.100 9.138.442.848 100,96% 
2010 10.845.663.000 9.949.317.191 91,74 % 
2011 14.000.000.000 10.251.433.002 73,22 % 
2012 14.175.000.000 13.677.812.213 96,49 % 
2013 15.175.000.000 16.305.722.524 107,45 % 
Sumber: DISPENDA Kota Makassar, 2016 
Penelitian ini akan memfokuskan pada Pajak Hiburan  sebagai 
salah satu bagian dari pajak daerah. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak 
ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini 
berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten 
atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 
kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah 
kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan 
peraturan daerah tentang Pajak Hiburan. Peraturan ini akan menjadi landasan 
hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan 
Pajak Hiburan di Kota Makassar. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti berniat mengkaji 
lebih dalam mengenai penelitian yang berjudul “Kontribusi, Efektivitas, dan 
Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah Kota Makassar”. 
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1.2  Rumusan Masalah 
 Perkembangan jumlah tempat hiburan di kota Makassar mengalami 
perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Namun hal tersebut tidak diimbangi 
dengan jumlah penerimaan Pajak Hiburan. Tabel 1.1 menunjukkan realisasi 
penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2010 hingga tahun 2012 lebih rendah 
dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya 
potensial lost dari segi penetapan anggaran tahunan target penerimaan Pajak 
Hiburan dan hal itu tentu akan berdampak terhadap reliasasi penerimaan 
Pajak Hiburan dari waktu ke waktu.  
 Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang akan diteliti selanjutnya 
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu. 
a. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Hiburan di Kota Makassar ?  
b. Seberapa besar potensi serta realisasi penerimaan Pajak Hiburan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada Tahun 
2011-2015? 
c. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan Kota 
Makassar pada Tahun 2011-2015? 
d. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas pajak dalam 
melaksanakan pemungutan pajak hiburan ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai 
berikut. 
a. Untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Hiburan yang diterapkan 
oleh pemerintah Kota Makassar. 
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b. Untuk mengetahui berapa besar potensi dan realisasi penerimaan 
Pajak Hiburan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar pada tahun 2011-2015. 
c. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan Kota 
Makassar pada Tahun 2011-2015. 
d. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petugas pajak 
dalam memungut pajak hiburan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi 
akademisi, mengenai pajak daerah khususnya pada Pajak Hiburan serta hal-
hal yang memengaruhinya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 
menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu 
pengetahuan. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
 Penelitian ini dapat memberi sumbangan informasi bagi segenap 
civitas akademika mengenai potensi, efektivitas, serta sistem yang digunakan 
oleh pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan pemungutan Pajak 
Hiburan.  
 
1.4.3  Kegunaan Kebijakan 
 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi 
Pemerintah Kota Makassar untuk dijadikan alat pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan mengenai pemungutan dan pengelolaan sistem Pajak 
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Hiburan di Kota Makassar. Sehingga pajak yang menjadi ujung tombak 
sumber pendapatan negaran dapat terkelola dengan baik. 
 
1.5 Sistematika Penelitian 
Dalam penelitian ini, pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian 
akan disusun dengan gambaran sistematika sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan pengantar dari keseluruhan penelitian yang memuat 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas 
tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan 
dalam penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini 
dilakukan. Dimulai dari rancangan penelitian, tempat dan waktu,  
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode 
analisis data. 
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini, meliputi hasil penelitian yang telah 
ditentukan sebelumnya yaitu gambaran umum Dinas Pendapatan 
Daerah, sistem pemungutan pajak, kontribusi dan potensi pajak 
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hiburan, efektivitas pemungutan pajak, serta kendala-kendala yang 
dihadapi dalam proses pemungutan pajak. 
 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang 
berisi kesimpulan yang diperoleh setelah pelaksanaan penelitian, 
saran penelitian, serta keterbatasan penelitian. 
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 BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori dan Konsep 
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan menurut Halim (2004:96), Pendapatan Asli 
Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Kusuma dan Solihin (2012:171) mengemukakan bahwa Pendapatan 
Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dan 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa pendapat tersebut maka 
penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan 
yang berasal dari potensi wilayah daerah dan dipungut berdasarkan ketentuan 
peraturan daerah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.  
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tercermin kemampuan 
daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah sangat ditentukan 
oleh potensi yang dimiliki. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut, 
sebagimana yang diatur dalam pasal 157 Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas. 
       Sumber pendapatan daerah terdiri atas : 
a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : 
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1. Hasil pajak daerah; 
2. Hasil retribusi daerah; 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
dan 
4. Lain-lain PAD yang sah; 
b. Dana perimbangan; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
 
2.1.1 Dasar-Dasar Perpajakan 
2.1.1.1 Pengetian Pajak 
Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 1991 dalam Putra, 
2013:19). 
Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus 
dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau 
pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan 
sebagainya (Pusat Bahasa, 2008:658). Soemitro (1990) mengatakan bahwa 
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor 
partikelir kepada sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat 
ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum. 
Secara politik, pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh 
karena itu, pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk 
menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara. Dari sudut pandang ekonomi, 
pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak 
adalah masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan 
pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan negara. 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut. 
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan karena mempunyai 
kekuatan hukum. 
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah, di mana swasta atau pihak 
lain tidak boleh memungut. 
c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 
d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 
bila dari pemasukan masih terdapat surplus, diperuntukan untuk 
membiayai public investment. 
 
2.1.1.2 Fungsi Pajak 
Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi 
mengatur (Waluyo, 2007:6). 
1. Fungsi Penerimaan (Budgetary) 
Pajak mempunyai fungsi budgetary artinya pajak merupakan salah 
satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 
baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, 
pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk 
kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi 
12 
 
maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 
peraturan berbagai jenis pajak. 
2. Fungsi Mengatur (Regulatory) 
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk 
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 
sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang 
keuangan. Sebagai fungsi regulatory, yaitu mengatur perekonomian 
guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan 
distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. 
 
2.1.1.3 Teori Pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak dibenarkan secara hokum karena adanya 
hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa 
pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali ke 
masyarakat untuk dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan 
pelayanan. Beberapa teori dibawah ini menjadi landasan dalam pemungutan 
pajak pada masyarakat yaitu : 
1. Teori Asuransi 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:21) teori asuransi diartikan dengan 
satu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh 
negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan 
dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan 
dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar 
“premi” kepada negara. Sedangkan Bohari (2012:36) mengartikan 
bahwa negara dalam melaksanakan tugasnya atau fungsinya, 
mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda 
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perseorangan. Oleh sebab itu, negara bekerja atau bertindak sebagai 
perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga negara 
membayar premi, dan pembayaran pajaklah yang dapat dipandang 
sebagai premi itu. Teori ini sudah lama ditinggalkan, dan sekarang 
praktis tidak ada lagi pembelanya, sebab negara tidak mengganti 
kerugian bila timbul kerugian atas orang-orang yang bersangkutan, 
misalnya dibunuh atau hartanya dicuri. 
2. Teori Kepentingan 
Menurut Burton dan Ilyas (2010:22) teori kepentingan diartikan 
sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa 
warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang 
harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau 
pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada 
seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. 
Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak 
lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga 
negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, bagi warga negara 
yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak lebih sedikit 
kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut. 
Sedangkan Resmi (2011:6) mengartikan bahwa teori ini awalnya 
hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut 
dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas 
kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, 
termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta 
bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. 
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3. Teori Gaya Pikul 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:22) dasar teori ini adalah keadilan, 
yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak 
yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang 
ukurannya adalah besarnya penghasilann dan besarnya pengeluaran 
yang dilakukan.  
4. Teori Gaya Beli 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:23) teori ini menekankan bahwa 
pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk 
memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli 
suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya 
beli suatu rumah tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan 
kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar 
masyarakat tetap eksis.  
5. Teori Bakti 
Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang 
mengajarkan bahwa karena sifat negara suatu organisasi dari 
individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut 
pajak. Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini  
bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat untuk 
membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya 
kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya 
kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka 
pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti 
dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas 
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menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Teori bakti ini disebut 
juga teori kewajiban pajak mutlak (Burton dan Ilyas, 2011:23). 
 
2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 
Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011) terdiri atas 
stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Berikut ini 
merupakan tata cara pemungutan pajak. 
1. Stelsel Pajak 
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu. 
a. Stelsel nyata (riel stelsel). Stelsel ini menyatakan bahwa Pengenaan 
pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni 
setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. 
b. Stelsel anggapan (fictive stelsel). Stelsel ini menyatakan bahwa 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang. Contohnya, penghasilan satu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
berjalan. 
c. Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel nyata 
dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya 
pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 
2. Asas Pemungutan Pajak 
a. Asas Pajak Domisili 
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Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili 
(asas tempat tinggal). Negara memberi kewenangan mengenakan 
pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di 
wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar 
negeri.  
b. Asas Pajak Sumber 
Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber 
pajaknya. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 
bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib 
pajak.  
c. Asas Pajak Kebangsaan 
Dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan 
kebangsaan suatu Negara. 
3. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan 
menetapkan besarnya penetapan pajak (Waluyo, 2008:17), dibagi atas: 
a. Official Assesment system 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 
perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 
sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini, 
inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya di 
tangan aparatur perpajakan. Wajib pajak mengetahui besarnya pajak yang 
harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan 
demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 
bergantung pada aparatur perpajakan. 
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b. Self Assesment System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib 
Pajak (WP) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai 
dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem 
ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya 
ditangan WP. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu 
memahami peraturan perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran, serta 
menyadari pentingnya membayar pajak. Disini petugas pajak hanya bertugas 
memberikan penerangan dan pengawasan. 
c. With Holding System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang 
perpajakan yang berlaku. 
 
2.1.3 Pajak Daerah 
Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Sesuai pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah,  jenis pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah 
sebagai berikut. 
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1. Pajak Daerah Tk. I (Provinsi), terdiri dari. 
a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; 
b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; 
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan 
d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 
permukaan. 
2. Pajak Daerah Tk. II (Kab/Kota), terdiri dari. 
a) Pajak Hotel; 
b) Pajak Restoran; 
c) Pajak Hiburan; 
d) Pajak Reklame; 
e) Pajak Penerangan Jalan; 
f) Pajak Pengambilan Bahan Golongan C; dan 
g) Pajak Parkir. 
Menurut Saragih (2003), di samping jenis pajak daerah seperti yang 
telah disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk 
menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang 
yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak 
baru adalah sebagai berikut. 
a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi; 
b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum; 
c. Potensinya memadai; 
d. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian; 
e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 
f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.  
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Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan menjadi 
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan 
daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  
Daerah kabupaten/kota diberi peluang oleh pemerintah untuk menggali 
potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain 
yang telah ditetapkan pemerintah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 
34 Tahun 2000 disebutkan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan 
oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dan pembangunan daerah. 
 
2.1.4 Pajak Hiburan 
2.1.4.1 Pengertian Pajak Hiburan 
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas 
penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan berarti semua jenis tontonan, 
pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 
bayaran.  
Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah 
kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan 
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk 
mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. 
20 
 
Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat terminologi yang perlu 
diketahui, yaitu. 
a. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan 
atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.  
b. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 
bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama 
pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan 
suatu hiburan. 
c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri 
suatu hiburan untuk melihat atau mendengar atau menikmatinya atau 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, 
kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas 
yang menghadiri atau melakukan tugas pengawasan. 
d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 
dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau 
seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan 
atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk 
pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan 
oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 
hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang 
diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, 
antara lain pembayaran yang dilakukan secara  tidak tunai. 
e. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk 
menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda 
atau alat atau cara yang sah berupa tanda masuk yang dilegalisasi 
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oleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota. Termasuk tanda 
masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk nama apapun, 
misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota 
(membership), dan sejenisnya. 
f. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai 
uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh 
penonton atau pengunjung. 
 
2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan 
Dasar hukum pajak hiburan merupakan landasan operasional yang 
digunakan dalam proses pemungutan pajak hiburan sehingga ini merupakan 
acuan bagi pihak pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya. Berikut ini 
dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
4. Peraturan Daerah  Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Kota Makassar. 
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2.1.4.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan 
a. Objek Pajak Hiburan 
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan 
dipungut biaya. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar pasal 18 ayat 3 
Nomor 3 Tahun 2010 objek Pajak Hiburan antara lain.  
1. Tontonan film; 
2. Pagelaran kesenian, music, tari, dan atau busana; 
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
4. Pameran; 
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
6. Sirkus, acrobat, dan sulap; 
7. Permainan bilyar, golf, dan boling; 
8. Pacuan kuda, kendaraan bemotor, dan permainan ketangkasan; 
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 
center); dan 
10.  Pertandingan olahraga. 
Pada Pajak Hiburan tidak semua penyelenggaan hiburan dikenakan 
pajak. Penyelenggaraan hiburan yang bukan merupakan objek pajak 
dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan 
lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersil. 
b. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan 
Pada Pajak Hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau 
badan yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 
1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang 
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang 
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seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang 
diberikan kepada penerima jasa hiburan. 
2. Tarif Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar pasal 21 
Nomor 3 Tahun 2010, yaitu. 
a. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35 %. 
b. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, 
diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, 
dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75 %. 
c. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisioal sebesar 10%. 
3. Tata cara perhitungan pajak, besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. 
4.  
 
 
 
2.1.4.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah 
Pemungutan Pajak Hiburan 
Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu 
bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun 
takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun takwim. 
Pajak yang terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh 
wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut 
ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat terutang pajak adalah saat 
penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan 
Pajak Terutang = Tarif pajak X Dasar Pengenaan Pajak 
=Tarif pajak X Jumlah Uang yang diterima atau 
Seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan 
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sebelum hiburan diselenggarakan, Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak 
terjadi pada saat pembayaran. 
Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat 
hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah 
kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang berlokasi 
dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. 
A. Penetapan Pajak Hiburan 
Setiap penyelenggara hiburan (yang menjadi wajib pajak) wajib 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak 
Hiburan yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta 
ditandatangani oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak 
Hiburan pada dasarnya merupakan sistem self assessment. Dengan 
pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah 
kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus, hanya 
bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak 
(Siahaan, 2010:365). 
Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi 
ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan 
oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi 
tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan 
pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah 
kabupaten/kota. 
Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan 
yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau 
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pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Hiburan yang 
terutang dengan menerbitkan SKPD. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak 
paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu 
lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang 
ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD 
wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan 
dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan 
pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh 
wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan ini untuk memberikan kepastian hukum 
apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak 
dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak 
daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak 
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau 
karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. 
Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan Pajak Hiburan dengan 
sistem self assesment, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat 
diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh 
bupati/walikota. 
Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah 
(STPD) ditambah dengan sanksi administrasi sebesar dua persen setiap bulan 
jika Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Penambahan 
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jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBT tidak dikenakan apabila wajib pajak 
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 
Selain ketentuan diatas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD 
apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 
ridak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan 
demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB 
atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan 
jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Bentuk, isi, 
serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota. 
B. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hiburan 
1. Pembayaran Pajak Hiburan 
Pembayaran Pajak Hiburan yang terutang dilakukan ke kas daerah, 
bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang 
ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran 
pajak di lakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus 
disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh bupati/walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD merupakan surat 
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan 
pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan 
daerah. 
Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan 
dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini dilakukan oleh petugas tempat 
pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. 
Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas 
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Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran 
dan bukti penerimaan pajak ditetapkan oleh bupati/walikota. 
C. Penagihan Pajak Hiburan 
Apabila Pajak Hiburan terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo 
pembayaran, bupati/walikota akan melakukan tindakan penagihan pajak. Surat 
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh 
pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari terhitung mulai saat jatuh tempo. Dalam 
jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib 
pajak harus melunasi pajak yang terutang(Siahaan, 2010:369). 
Selanjutnya, bila jumlah pajak yang masih harus dibayar tida dilunasi 
dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran atau 
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang ahrus dibayar 
ditagih dengan surat paksa. Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota 
menerbitkan surat paksa setelah dua puluh satu hari terhitung mulai surat 
teguran atau surat peringatan atau surat sejenis diterbitkan. 
 
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti 
dalam penelitian ini. 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Andi Iqra 
Pradipta Natsir 
(2015) 
Kontribusi Pajak 
Daerah Paska 
Diberlakukan UU 
Nomor 28 Tahun 2009 
terhadap PAD Kota 
Makassar 
a. beberapa rincian pajak mengalami 
penurunan setelah berlakunya UU 
Nomor 28 Tahun 2009 di Kota 
Makassar. 
b. sebelum penerapan UU Nomor 28 
Tahun 2009 mencapai 67,50% dan 
menurun pada tahun 2010 menjadi 
63,55% dari total PAD. 
c. Setelah penerapan UU Nomor 28 
Tahun 2009 total prosentase 
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penerimaan pajak daerah terus 
menunjukkan peningkatan menjadi 
76,93 % dan di tahun 2012 
meningkat 80,10% dibandingkan 
sebelumnya. 
d. Pada tahun 2013 ada 11 jenis 
pajak yang dipungut dan 
prosentase pajak daerah terhadap 
PAD menjadi 83,52%. 
Dina Indah 
Pertiwi (2013) 
Analisis Potensi Pajak 
Restoran Di Kawasan 
Wisata Anyer 
Kabupaten Serang 
 Dibandingkan dengan realisasi 
penerimaan, potensi pajak restoran 
sangat besar. Namun pemungutan 
dan pengelolaan pajak restoran 
tergolong tidak efektif. 
Hasil analisis korelasi product 
moment menunjukkan variabel 
potensi pajak restoran berpengaruh 
signifikan terhadap realisasi 
penerimaan paja restoran tetapi 
hubungannya berada dalam kategori 
sedang. 
Edward W. 
Memah (2013) 
Efektivitas dan 
Kontribusi Penerimaan 
Pajak Hotel dan 
Restoran Terhadap 
PAD Kota Manado 
Tingkat efektivitas pajak hotel dan 
restoran pada tahun 2007-2011 
sudah sangat efektif jika 
dibandingkan target karena secara 
keseluruhan presentasi realisasi lebih 
dari 100.  
 
 
2.3 Kerangka Pikir 
 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis potensi 
dengan tujuan untuk mengetahui potensi Pajak Hiburan yang ada secara faktual. 
Adanya data empiris yang berhubungan dengan perhitungan potensi Pajak 
Hiburan dan kajian teori menjadi faktor penunjang dalam analisis ini. Bila hasil 
perhitungan potensi Pajak Hiburan telah didapatkan maka akan dapat pula diukur 
efektivitas dari Pajak Hiburan tersebut karena efektivitas dihitung berdasarkan 
perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Hiburan dengan besar 
potensi Pajak Hiburan yang ada. Secara sistematis kerangka pemikiran terlampir 
berikut ini. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif bertujuan memberikan gambaran tentang detil-detil spesifik 
dari sebuah institusi, lingkungan sosial, atau hubungan. Fokus dari penelitian 
deskriptif lebih untuk menjawab pertanyaan bagaimana (how) dan siapa (who) 
(Efferin, 2008:12). Dalam hal ini menghitung besar kontribusi dan potensi 
penerimaan Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian 
memberikan gambaran mengenai efektivitas dan sistem pemungutan pajak yang 
akan dianalisis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah 
Daerah Kota Makassar dalam pengambilan keputusan.  
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini bertempat di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar Jalan Urip Sumohardjo. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk 
penelitian ini kurang lebih selama satu  bulan.  
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 
 Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan, maka digunakan data 
primer dan data sekunder sebagai berikut. 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama melalui 
survey, wawancara, focus groups, atau observasi yang digunakan 
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dengan maksud tertentu (Sekaran:36). Data primer dari penelitian ini 
akan diperoleh melalui wawancara dengan subjek pajak.  
b. Data sekunder yaitu data yang sudah terpublikasikan sebelumnya oleh 
pihak ketiga (Sekaran:36) seperti studi kasus dan studi pustaka, publikasi 
pemerintah, data yang tersedia dari penelitian terdahulu, dan lainnya. 
Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data olahan Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam bentuk data tertulis. Selain itu, 
data dari artikel dan sumber lain yang relevan merupakan sumber 
pendukung penelitian ini. 
 
3.3.2  Sumber Data 
 Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, serta instansi-instansi terkait 
yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini.  
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut. 
a. Wawancara 
Wawancara (interview) dengan staf DISPENDA yang terkait dengan 
bidang pemungutan Pajak Hiburan. 
b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan 
untuk dijadikan data penelitian. Adapun data yang diperlukan yaitu  data 
jumlah wajib pajak hiburan, laporan realisasi anggaran, serta data 
mengenai kedispendaan. 
c. Observasi 
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan 
mengenai keadaan atau fenomena yang dijumpai dilapangan. 
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3.5      Metode Analisis Data 
3.5.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif 
 Metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau 
memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan 
membuat teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk 
menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dalam hal ini 
adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. 
Penelitian deskriptif kuantatif menyajikan data tentang potensi dan realisasi 
penerimaan Pajak Hiburan dan tingkat efektivitas pemungutan Pajak hiburan,  
a. Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hiburan 
Sistem pemungutan pajak hiburan dapat diketahui dengan melihat 
Standard Operating Procedure (SOP) pemungutan pajak hiburan dalam lingkup 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. SOP tersebut akan menjadi landasan 
untuk menilai seberapa baik sistem pemungutan pajak hiburan saat ini dengan 
pertimbangan realisasi penerimaan pajak hiburan dari waktu ke waktu 
mengalami peningkatan. 
b. Analisis Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan 
Menurut Kamus ekonomi (T Guritno 1997:76) kontribusi adalah 
sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau 
kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat 
diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Hiburan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung Kontribusi pajak 
hiburan terhadap PAD dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327 
c. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hiburan 
  Definisi potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni 
potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 
dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Dari pengertian ini dapat 
disimpulkan bahwa potensi Pajak Hiburan yang dimaksud adalah segala 
kemampuan yang dimiliki Pajak Hiburan untuk menjadi sumber penerimaan bagi 
suatu daerah, sehingga Pajak Hiburan dapat pula dikatakan sebagai target 
penerimaan Pajak Hiburan yang telah ditetapkan oleh DISPENDA Kota 
Makassar. Adapun rumus perhitungan potensi Pajak Hiburan (Harun, 2003:6) 
yaitu : 
 
Keterangan : 
 Y1 : E x F x G; dimana Y1 adalah jumlah pembayaran yang diterima   
tempat hiburan 
 E  : Jumlah pengunjung rata-rata per hari 
 F  : Rata-rata belanja per pengunjung 
 G : Jumlah hari 
Persentase Kriteria 
0,00% - 10% Sangat Kurang 
10,01% - 20% Kurang 
20,01% – 30% Sedang 
30,01% - 40% Cukup Baik 
40,01% - 50% Baik 
Diatas 50% Sangat Baik 
Potensi Pajak Hiburan =  Y1 X Tarif Pajak 
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d. Perhitungan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan 
  Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan 
hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 
Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir 
kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap 
pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses 
kerja suatu unit organisasi. Apabila suatu organisasi atau lembaga mencapai 
tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Berikut 
ini klasifikasi tingkat efektivitas pajak daerah. 
 Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan dapat diketahui dengan mengukur 
hubungan antara hasil pungutan Pajak Hiburan dengan potensinya. Efektivitas 
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 
 
Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Efektivitas 
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327 
Persentase Kriteria 
>100% Sangat Efektif 
>90-100% Efektif 
>80-90% Cukup Efektif 
>60-80% Kurang Efektif 
>60% Tidak Efektif 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1   Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai kontribusi, efektivitas dan sistem pemungutan pajak hiburan dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar dapat 
disimpulkan sebagai berikut. 
1. Sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah Self Assesment System. 
Penerapan sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk 
menghitung, menganalisis, kemudian melaporkan sendiri jumlah pajak 
hiburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ada tiga jalur 
penerbitan NPWPD bagi wajib pajak yaitu  melalui pendaftaran oleh wajib 
pajak sendiri, pendaftaran WP lewat temuan pihak pendataan, serta 
pendaftaran WP lewat informasi pihak ketiga.  
2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 
Makassar adalah sebesar 2,81%. Berdasarkan kriteria dan indikator 
penilaian yang dipakai menjelaskan bahwa kontribusi tersebut sangat 
kurang, karena kontribusi rata-ratanya berada di bawah 10%. Sedangkan 
Potensi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2016 lebih tinggi dari 
target yang telah ditetapkan. Potensi yang ada sebenarnya adalah Rp 
36,464,571,000, sedangkan target yang ditetapkan adalah Rp 
20,679,379,947 sehingga terjadi potential lost yang cukup besar yakni 
sebesar Rp 15,785,191,053. 
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3. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan adalah sebesar 84,48%, hal 
ini menjelaskan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan di 
Kota Makassar cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh jumlah wajib Pajak 
Hiburan yang bersifat fluktuatif. 
4. Kendala yang dihadapi oleh petugas pemungutan pajak hiburan adalah 
belum maksimalnya database potensi pendapatan, belum memadainya 
standar operasional prosedur dalam pemungutan pajak, masih kurangnya 
pemahaman wajib pajak tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap 
pembangunan daerah. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan penulis, maka sebagai bahan pertimbangan 
agar tingkat kontribusi, efektivitas dan sistem pemungutan Pajak Hiburan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal, maka penulis 
mengemukakan saran sebagai berikut. 
1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebaiknya membuat Standar 
Operating Procedure (SOP) yang berguna untuk memperjelas peran dan 
posisi masing-masing diiternal petugas pajak daerah sehingga 
menghasilkan sistem yang berkualitas dan control (pengendalian) yang 
memadai. Untuk kepentingan jangka panjang, SOP yang dirancang 
dengan baik dapat memacu penerimaan pajak daerah khususnya pajak 
hiburan. 
2. Dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan agar mencapai tingkat 
sangat efektif maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Makassar sebaiknya melakukan pendataan secara komprehensif 
terhadap potensi tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Makassar dan 
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melakukan pemantauan seperti inspeksi mendadak guna menghindari 
kecurangan wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan. 
Selain itu, wacana pemberlakuan sanksi yang tegas bagi wajib pajak 
yang melanggar harus segera diterapkan. 
3. Dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak maka 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebaiknya terjung ke 
masyarakat memberikan pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak 
bagi pembangunan daerah. Proses pembelajaran ini sebaiknya dilakukan 
secara rutin mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT RW dan 
selanjutnya dilakukan rapat evaluasi untuk menilai efektivitas dari 
pekerjaan lapangan tersebut. 
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengkaji lebih dalam mengenai potensi 
yang ada kemudian membandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 
hiburan yang sebenarnya terjadi dilapangan serta melakukan 
pengambilan sampel yang akurat. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari terdapat banyak hal yang menjadi keterbatasan dalam 
mendukung kesuksesan penelitian ini. Hal tersebut diantaranya adalah sebagai 
berikut. 
1. Perhitungan omset pajak hiburan diperoleh dengan mengalikan jumlah 
ruangan/kamar dengan tarif pajak hiburan. Hal ini belum tentu mencerminkan 
kondisi yang sebenarnya karena bisa saja ruangan/kamar hiburan tidak terisi 
penuh setiap harinya atau ruangan hiburan tersebut bisa saja dua kali terisi 
penuh setiap harinya.  
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2. Proses pengumpulan data dalam pembuatan flowchart mengenai sistem 
pemungutan pajak hiburan menggunakan metode wawancara. Wawancara 
dilakukan hanya dengan staf bagian pemungutan pajak, sementara dua 
bagian lain (bagian penetapan pajak dan bagi pendataan) peneliti tidak 
sempat mewawancarainya dikarenakan petugas dibagian tersebut sedang 
melakukan pendidikan lanjutan. Sehingga dalam penelitian tersebut 
kemungkinan ada data yang kurang lengkap.   
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